KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA TAWANGHARJO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI
MASA BAKTI 2024 - 2028

KEPALA DESA TAWANGHARIJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Desa
Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka penetapan pengurus Rukun
Tetangga (RT) dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangharjo Tentang
Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Tawangharjo Kecamatan
Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2024 - 2028;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679),

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717):

4. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Tekms Peraturan D1 Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5 Peraturan Menteri Dalam Negert Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogirt Nomor 2 tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan D1 Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogir
Nomor 138):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogirt Nomor 3 tahun 2017 tentang
Penetapan Desa D1 Kabupaten Wonogir1 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogirt Nomor 159);

9. Peraturan Desa Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Lampiran Keputusan Kepala Desa Tawangharjo Nomor 11 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Tawangharjo
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2024 - 2028
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) tersebut Diktum KESATU adalah

membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,

mempunyal fungsi:

|. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;

2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

3. pembuatan  gagasan dalam  pelaksanaan pembangunan  dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.

. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Rukun Tetangga (RT) tersebut

DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tawangharjo

. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkankannya Keputusan in1 dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak

mengikat.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbatkan sebagaimana mestinya.




